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When tracking about the formation and growth of Islamic law, it is not merely accommodated 
everything explicitly in the Qur'an and the hadith of the Prophet. However, it cannot be denied 
that the Qur'an and Hadith are the main source of law in the formation and growth of Islamic 
law. To answer the problems that are not explicitly and clearly regulated in the Qur'an and the 
hadith of the Prophet, a method is needed to formulate the law of an act, one of the methods 
in question is istihsan. Istihsan is a method used by Imam Hanafi as an argument in istinbath 
law. The use of this istihsan method is a form of transition of general legal provisions to specific 
legal provisions because there are strong reasons for the transition. The transition of general 
law to that particular law according to Imam Hanafi is aimed at the maximum realization of the 
goals of the syara 'to be achieved. So the istinbath method of law in this istihsan way according 
to Imam Hanafi is the legality for every act carried out by someone when a conflict of general 
legal provisions with that particular. 
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A. Pendahuluan 
Memasuki abad kedua Hijriyah merupakan masa gerakan pemikiran hukum Islam 
secara besar-besaran dan meluas di berbagai kawasan. Hal ini, tidak lain karena di 
samping para ulama atau fuqaha mempunyai kesungguhan dalam menggali hukum, juga 
para khalifah Bani Abbas mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap hukum 
Islam dan fuqaha. Para tokoh, seperti Imam Hanafi (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H), 
Imam Ahmad Ibnu Hambal (w. 241 H), Imam Syafi’i (w. 204 H) dan lainnya, masing-masing 
menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan 
mereka dalam menetapkan hukum. Pada awalnya para imam mazhab ini hanya bertujuan 
untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah dalam memecahkan berbagai 
macam persoalan hukum yang di  hadapi, baik itu dalam  memahami  nash Al-Quran dan 
hadis maupun kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash.2  
Mengenai dasar istinbath hukum para ulama mazhab sepakat bahwa Al-Quran dan 
hadis merupakan sumber utamanya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam sumber 
                                                             
2 Romli SA. (a), Muqaranah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 2. 
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istinbath hukum dari selain al-Quran dan hadis tersebut. Salah satu sumber yang 
diperselisihkan tersebut adalah mengenai istihsan. 
Kata istihsan adalah bentuk mashdar dari kata istahsana-yastahsinu-istihsan, 
setimbangan dengan istaf’ala-yastaf’ilu-istif’al. Dalam ilmu Sharaf disebut dengan 
tsulastsi mazid tiga huruf. Sedangkan bentuk tsulatsi mujarradnya adala hasuna-yahsunu-
husnan, artinya bagus, baik, cantik. Huruf “sin” tambahan (a-sin li al-ziyadah) 
mengandung makna “menganggap, memperhitungkan atau menghitung, juga berarti 
meyakini atau mengakui”. Atas dasar ini, maka secara etimologis, istihsan berarti 
menganggap sesuatu itu baik atau mengakui sesuatu itu baik, kongkrit atau abstrak. Bila 
dikatakan istahsana al-ra’ya, artinya “dia menganggap pendapat itu baik”. Juga ungkapan 
hadza mimma istahsanahu al-muslimin, artinya: “ini termasuk yang dianggap baik oleh 
kaum muslimin”.3 Dalam al-Qur’an dan hadis kata hasan dengan berbagai tashrifnya 
banyak ditemukan, yang semuanya mengandung arti baik, sebagaimana akan terlihat 
dalam bahasan tentang Eksistensi istihsan dalam istinbath hukum menurut Imam Hanafi. 
B. Biografi Imam Hanafi 
Dalam sejarah Islam, Imam Hanafi tercatat sebagai salah satu imam mazhab di 
antara imam-imam mazhab lainnya. Nama lengkapnya  adalah Nu’man bin Tsabit bin  
Zauthi   bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak di Iraq pada tahun 80 
Hijriyah atau bersamaan dengan tahun 699 Masehi.4 Tetapi dalam riwayat lain diceritakan, 
bahwa Imam Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 81 Hijriyah, atau bersamaan dengan 
tahun 700 Masehi. Pendapat ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdurrahman bahwa Imam 
Hanafi dilahirkan pada tahun 81 H / 700 M di Kuffah.5 
Ayahnya (Tsabit bin Zauti bin Mah) adalah keturunan bangsa Persi, yaitu Kabul dan 
Afghanistan. Tetapi sebelum Nu’man lahir ayahnya sudah pindah ke Kuffah. Pada masa itu 
pemerintahan Islam sedang mengalami peralihan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbas. 
Ketika itu kota Kuffah merupakan markas terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan 
Bani Umayyah.6 
                                                             
3 Abdul Wahab Khallaf (a), Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: PT. 
Raja Grafpindo Persada, 2001), hlm. 103. 
4 Muhammad Hasbi Al-Shddieqy (a), Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 
63. 
5 Abdurrahman, Perbandingan Mazhab, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 24. 
6 Ibid. 
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Ternyata salah seorang dari keturunannya yang bernama Nu’man menjadi seorang 
ulama besar dan sangat luas pengetahuannya, yang kemudian lebih di kenal dengan nama 
Imam Hanafi.  
Imam Hanafi adalah gelar yang diberikan kepada Nu’man, karena ia rajin 
melakukan ibadah kepada Allah dan senantiasa sungguh-sungguh dalam mengerjakan 
kewajiban-kewajiban dalam agama. Perkataan “Hanifah” atau hanif dalam bahasa arab 
artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Di samping itu ada pula 
yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Imam Hanafi, lantaran eratnya ia 
berteman dengan tinta atau dawat. Perkataan “Hanifah” dalam bahasa Iraq artinya tinta 
atau dawat untuk menulis. 
Disebut berteman dengan tinta atau dawat tersebut dikarenakan Imam Hanafi 
selalu membawa tinta atau dawat untuk menulis atau mencatat pelajaran yang telah 
didengarnya dari guru-gurunya. 
Terlepas dari keseluruhan gelar ataupun panggilan tersebut, Imam Hanafi memang 
pantas mendapat gelar itu karena tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan ketekunan serta 
cita-cita luhur yang dimilikinya. Menurut suatu  riwayat diceritakan, bahwa hampir seluruh 
umur Imam Hanafi digunakan untuk menggali atau mencari ilmu-ilmu agama Islam, 
sehingga ia menjadi seorang yang alim (berilmu) terutama dalam ilmu fiqih dan juga 
sebagai ketua kelompok ahli pikir atau ahli ra’yu.7 
Lebih lanjut Al-Shiddieqy mengemukakan, bahwa Imam Hanafi adalah anak dari 
saudagar (pedagang) besar di kota Kuffah sehingga semasa kecil Imam Hanafi tidak 
mengalami kesulitan dibidang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena 
kelapangan ekonomi tersebut, maka Imam Hanafi  mempergunakannya dengan baik dan 
sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan  hingga dewasa.8 
Pelajaran yang pertama kali ditekuni oleh Imam Hanafi adalah membaca al-qur’an 
serta menghafalnya. Kemudian ia mempelajari ilmu sastra Arab, ilmu fiqh, tauhid, hadis, 
dan lain-lain.9 Imam Hanafi sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 
pengetahuan, terbukti dengan belajarnya ia kepada ulama-ulama yang terkenal ketika itu. 
Kebanyakan guru-guru Imam Hanafi adalah para tabi’in yang merupakan ulama fiqh, di 
antaranya Atha’ bin Abi Rabah (menerima pelajaran dari Aisyah, Abu Hurairah dan Ibnu 
                                                             
7 Ahmad Al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Mazhab, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 
12.  
8 Muhammad Hasbi Al-Shddieqy (a), Pengantar Hukum..., hlm. 442. 
9 Ahmad Al-Syurbasi, Sejarah dan..., hlm. 17. 
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Abbas), Nafi’ maula Ibnu Umar (menerima pelajaran dari Abdullah ibn Umar, Aisyah dan 
Abu Hurairah).  
C. Dasar Istinbath Hukum Imam Hanafi  
Dalam mengistinbathkan hukum, Imam Hanafi sebagaimana imam-imam mazhab 
lainnya mendasari setiap penetapan suatu hukum dari sebuah persoalan menggunakan 
dasar-dasar yang terdapat dalam sumber-sumber yang valid dan kuat. Bahkan kepada 
murid-muridnya, Imam Hanafi memberikan kebebasan untuk berpikir dan menggali 
hukum-hukum dari al-Qur’an. Bila tidak ada di dalam al-Qur’an maka beliau menyuruh 
murid-muridnya untuk mencari hadis-hadis Rasulullah Saw. dan beliau sangat melarang 
murid-muridnya bertaqlid. 
 Hal tersebut di atas merupakan gambaran, bahwa Imam Hanafi tidak sembarangan 
dalam menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dalam memecahkan masalah-masalah 
keagamaan. Pemikiran Imam Hanafi ini berdasarkan sumber yang kuat dan terpercaya. 
Secara hirarki, Imam Hanafi menggali hukum-hukum untuk menyelesaikan berbagai 
masalah keagamaan dengan al-Qur’an, Hadis, Pendapat Para Sahabat, Ijma’, Qiyas, 
Istihsan dan Urf.10 
Imam Hanafi dalam menetapkan hukum, pertama-pertama merujuk kepada Al-
Qur’an. Bila tidak ditemui dalam Al-Qur’an, maka ia mencari dasar hukumnya melalui 
hadis rasul Saw. Jika tidak ditemui hadis-hadis yang dapat dijadikan sandaran hukum, ia 
merujuk kepada fatwa-fatwa para sahabat rasulullah Saw. yang telah disepakati dan ijma’ 
mujtahidin. Jika juga tidak ditemui, maka ia menggunakan segala kemampuannya dengan 
qiyas, al-istihsan dan al-urf (adat kebiasaan manusia). Hal ini sebagaimana ditegaskannya 
sebagai berikut: 
“Aku (Imam Hanafi) dalam menetapkan hukum berdasarkan kepada al-Qur’an, 
apabila tidak dijumpai dalam al-Qur’an, maka aku menggunakan hadis Rasulullah 
Saw. dan jika tidak ditemui hadis yang dapat menjadi dalil, pendapat siapa saja 
dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap 
berpegang kepada satu pendapat saja”.11 
 
Adapun pendapat lain menegaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh 
Imam Hanafi dalam mengistinbatkan hukum yaitu “Pertama al-Qur’an, Kedua hadis, 
                                                             
10 Ibid.  
11 Ibid., hlm. 19 
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Ketiga qaul sahabi (pendapat para sahabat), Keempat al-ijma’, Kelima qiyas, Keenam al-
istihsan dan Ketujuh al-urf”.12 Demikian cara Imam Hanafi mengistinbatkan hukum dalam 
menyelesaikan masalah-masalah agama. Namun banyak pendapat menuduh ia hanya 
menggunakan akal dan ijtihad sendiri dengan meninggalkan hadis-hadis tetapi secara 
tegas Imam Hanafi membantah tuduhan tersebut, seperti yang diungkapkannya berikut 
ini: 
“Aku merasa heran dengan tuduhan yang mengatakan bahwa aku memberikan 
fatwa-fatwa hanya berdasarkan pikiranku saja. Sedangkan aku tidak memberikan 
fatwa dalam hukum melainkan berdasarkan al-Qur’an dan hadis, dan pendapat-
pendapat para sahabat Nabi Saw. dan kami menggunakan qiyas bila tidak didapati 
dari sumber tersebut, jika pendapat perselisihan antara pendapat para sahabat.13 
 
Dalam menggunakan hadis Imam Hanafi tidak sembarangan, tetapi berdasarkan 
hadis-hadis yang mutawatir, serta hadis yang telah diakui keshahihannya oleh para ulama, 
dan dalam hal ini, Imam Hanafi mengatakan: “Aku tidak menerima hadis-hadis yang 
diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan al-Qur’an. Ini bukan berarti aku 
menolak Rasulullah Saw. dan bukan pula hendak mendustakannya”.14 
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa setiap keputusan (dalil-dalil) hukum yang 
digunakan oleh Imam Hanafi dalam memutuskan suatu perkara ternyata merupakan hasil 
dari analisa yang mendalam terhadap sumber hukum utama, yaitu Al-Qur’an dan hadis. 
 
 
D. Pengertian Istihsan 
Bila  diteliti dasar perumusan dan akar sejarah munculny  istihsan sebagai dalil 
hukum adalah berawal dari persoalan qiyas. Qiyas sebagai salah satu dalil hukum dalam 
persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu dari unsur 
rukunnya yaitu ‘illat tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, ‘illat qiyas yang akan 
dijadikan sebagai pautan atau penyamaan hukum bagi persoalan tertentu itu tidak dapat 
diterapkan, karena tidak sebanding.15 Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cara lain 
                                                             
12 Romli SA. (b), Ushul Fiqih 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: 
Fadilatama, 2016), hlm. 35. 
13 Ahmad Al-Syurbasi, Sejarah dan..., hlm. 22. 
14 Ibid. 
15 Romli SA. (a), Muqaranah Mazahib..., hlm. 142. 
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yang lebih mendekati tujuan syara’. Dasar pemikiran dan perumusan istihsan seperti ini, 
yang kemudian diangkat sebagai salah satu dalil hukum. Pada mulanya dimunculkan oleh 
Imam Hanafi di kalangan para pengikutnya. 
Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbath 
hukum oleh dua imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Bahkan Imam Malik 
menilai, pemakaian istihsan merambah 90% dari seluruh ilmu fiqh, sementara itu, murid-
murid Imam Hanafi, seperti diceritakan Muhammad bin Hasan, tidak sejalan dengan 
gurunya. Istihsan dipandang tidak jelas kriterianya. Apabila Imam Hanafi berkata: 
“pakailah istihsan”, maka tidak seorangpun murid-muridnya yang menuruti perintahnya.16 
Pada dasarnya Imam Hanafi masih tetap menggunakan dalil qiyas, selama masih dipandang 
tepat. Namun jika pemakaian dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang tepat, maka ia 
beralih kepada dalil istihsan. 
Menurut kamus bahasa Arab, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang 
baik.17 Lebih jauh Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa istihsan menurut bahasa 
berarti menganggap baik sesuatu atau mengikuti sesuatu yang baik dalam hal yang  nyata 
(konkret) atau tidak nyata (abstrak).18 Sedangkan menurut Al-Sarakhi19 salah seorang 
murid Imam Hanafi mengatakan bahwa istihsan secara bahasa adalah: 
 طلب اال حسن لال تباع الذي هو ما موربه
“Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang 
diperhitungkan untuk dilaksanakan”. 
Sedangkan dalam pandangan yang lain ditegaskan bahwa istihsan secara bahasa 
adalah: 
 عد الشيئ حسنا
“Memperhitungkan bahwa sesuatu itu adalah baik”.20 
Sedangkan menurut istilah, masih terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama 
Ushul Fiqh. Masing-masing ulama mempunyai rumusan dan batasan yang berbeda antara 
satu dengan yang lain. Oleh karena itu berikut ini akan dicantumkan beberapa definisi. 
                                                             
16 Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 401. 
17 Depag RI., Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Islam, 1986), hlm. 142. 
18 Abdul Wahab Khallaf (b), Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2000), hlm. 117. 
19 al-Sarakshi, Ushul Al-Sarakhsi, Juz II, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 200. 
20 Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhus fi al-Adillat al-Mukhtalaf Fiha inda al-Ushuliyin, 
(Mesir: Matba’ al-Sa’adah, 1980), hlm. 53. 
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al-Sarakhi21, salah seorang pengikut Imam Hanafi memberikan definisi istihsan 
secara istilah dengan meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, 
karena ada dalil yang menghendakinya, sesuai dengan kemashlahatan manusia. Abu Ishak 
al-Syatibi memberikan definisi istihsan secara istilah dengan mengutamakan atau 
meninggalkan kehendak suatu dalil dengan cara istisna’ (pengecualian), atau dengan cara 
mencari kelapangan karena ditentangi oleh suatu dalil yang menentanginya pada 
sebahagian kehendak dalil tersebut.21 
Dalam pandangan lain, istihsan juga mempunyai pengertian meninggalkan hukum 
yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil 
syara’, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena 
ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya.22 
Adapun Abdul Wahab Khallaf23, mengatakan bahwa istihsan adalah berpindahnya 
seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar). 
Atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang 
menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Misalnya 
seseorang lupa apa yang ia lakukan, dan makan pada saat yang mestinya ia berpuasa, qiyas 
menyatakan bahwa puasanya menjadi batal, sebab pertimbangan kursial dalam qiyas 
adalah makanan telah masuk ke dalam kerengkongan (badan), terlepas apakan disengaja 
atau tidak. Tetapi dalam kasus ini qiyas ditinggalkan berdasarkan atas sebuah hadits yang 
menyatakan bahwa puasa tetap sah bila makan tersebut disebabkan karena kesalahan 
(lupa).24  
Kalau diperhatikan secara teliti dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil 
pengertian bahwa para ulama ushul fiqh mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab 
Hambali dengan berbagai macam definisi (formulasi) istihsan mereka telah mempunyai 
titik temu (sepakat) mengenai inti makna atau pengertian istihsan, yaitu berpindah dari 
suatu hukum kepada hukum lainnya, atau memilih suatu hukum dan mengenyampingkan 
(mengabaikan) hukum lainnya, atau mengecualikan hukum yang bersifat kulli dengan 
hukum yang bersifat juz’i, atau mengadakan takhsis terhadap hukum yang bersifat umum. 
                                                             
21 Al-Sarakshi, Ushul Al-Sarakhsi..., hlm. 262. 
21 Abu Ishak Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid I. (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1973), 
hlm. 206. 
22 Depag RI., Ushul Fiqh..., hlm. 142. 
23 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah.... 
24 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 160 . 
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Juga mereka telah sepakat tentang kebolehan memilih, berpindah, mengecualikan dan 
mengkhususkan hukum karena adanya dalil atau alasan lain yang menjadi dasar atau 
argumentasinya, baik dari nash Al-Quran dan al-Sunnah, maslahat maupun urf. 
Argumentasinya atau dalil inilah yang oleh ulama ushul fiqh disebut sandaran istihsan.25  
Tegasnya, bahwa istihsan adalah pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah 
kepada hukum yang lain dalam mengatasi dan memutuskan permasalahan tersebut karena 
ada dalil syar’i (lain), yang mengharuskan demikian. Atau menggunakan dalil yang 
kemaslahatannya lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, karena ada alasan yang kuat 
untuk itu. 
Jadi kalau diperhatikan, ternyata istihsan ini hanyalah suatu upaya mengadakan 
tarjih atau memilih suatu dalil dan mengabaikan dalil lain yang bertentangan dengan dalil 
pertama karena adanya kemaslahatan yang menghendakinya. Dengan kata lain, istihsan 
ini bukan hanya mengikuti hawa nafsu dan kehendak subjektif, berdasarkan akal semata 
dan kemauan pribadi, sebagaimana rumusan ulama-ulama Syafi’iyah. 
 
E. Macam-macam Istihsan 
Ketika membicarakan macam-macam istihsan sebagai dalil istinbath hukum 
menurut Imam Hanafi, maka istihsan tersebut dibagi kepada lima macam yaitu: 
1. Disebut Istihsan dengan Nash ( اال ستحسان با لنص ). 
 
Yang dimaksud dengan istihsan jenis ini ialah penyimpangan suatu ketentuan 
hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan 
dengan yang ditetapkan berdasarkan nash Al-Quran dan hadis. 
العد ول عن حكم القياس فى مسئلة الى حكم مخا لف له ثبت با لكتاب او 
 السنة
Istihsan jenis ini, sering ditemui dalam beberapa masalah yang bersumber 
dari nash yang sudah pasti berlawanan dengan ketentuan hukum yang umum atau 
kaidah yang sudah berlaku. Contoh kasus orang yang makan dan minum karena lupa 
ketika ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum (qiyas), puasa orang ini batal 
karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerengkongannya dan tidak menahan 
puasanya sampai berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadits atau 
sunnah Rasulallah Saw. berikut ini: 
                                                             
25 Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh.... 
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 من اكل اوشرب ناسيا فال يفطر فا نما هورزق رزقه هللا
Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang makan dan minum tanpa disengaja 
pada saat ia sedang puasa maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya.26 
2. Disebut Istihsan dengan Ijma’ ( اال ستحسان با اال جماع ) 
Yang dimaksud dengan istihsan jenis ini adalah meninggalkan keharusan 
menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma’. Hal ini terjadi karena 
adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau 
kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak 
menolak apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebetulnya 
berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Sedangkan contoh 
istihsan jenis ini adalah pesanan seseorang kepada orang lain untuk dibuatkan 
sesuatu  barang.  Transaksi  seperti ini   disebut dengan “  عقد اال ستصناع ”. 
transaksi seperti ini adalah seseorang meminta kepada seseorang tukang untuk 
dibuat sesuatu barang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, yang sebetulnya 
tidak boleh dilakukan, karena ketika berlangsungnya transaksi tersebut, barang 
pesanan itu belum ada wujudnya (ma’dum), sementara transaksi atas barang yang 
belum ada wujudnya tidak dibolehkan menurut qiyas. Akan tetapi, berdasarkan 
istihsan, transaksi (akad) seperti ini dibolehkan meskipun berlawanan dengan 
ketentuan qiyas, karena hal seperti ini dalam praktik (muamalah) masyarakat telah 
berjalan tanpa ada penolakannya dari ahli Ijtihad (mujtahid).27  
3. Disebut Istihsan dengan Darurat dan Hajat  اال ستحسان با لضرورة والحاجة ) 
Yang dimaksud dengan istihsan jenis ini adalah seorang mujtahid 
meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena 
berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan 
yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. 
Dengan kata lain, karena adanya penolakan yang bersifat darurat dan menjadi hajat 
orang banyak, maka penetapan yang semestinya didasarkan pada qiyas terpaksa 
ditinggalkan. Sebagai contoh, sumur atau kolam yang terkena najis. Berdasarkan 
kaidah umum bahwa sumur atau kolam yang terkena najis itu tidak boleh 
digunakan. Akan tetapi, karena kondisi darurat yang menghendakinya dan air itu 
sangat dibutuhkan, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan, meskipun 
                                                             
26 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 106. 
27 Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhus fi..., hlm. 63. 
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berlawanan dengan kaidah umum atau adanya dalil yang melarangnya. Menurut 
kalangan mazhab Hanafi untuk menghilangkan najis itu cukup dengan memasukkan 
beberapa galon air kedalam kolam atau sumur tersebut, karena kondisi darurat 
yang dihadapi agar orang tidak menemukan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
terhadap air.28 
4. Disebut Istihsan dengan Urf dan Adat (اال ستحسان با لعرف والعا دة ) 
Yang dimaksud dengan istihsan jenis ini adalah penyimpangan atau 
pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan 
qiyas, karena adanya ‘urf yang sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam 
kehidupan masyarakat. Istihsan jenis ini sangat banyak digunakan dalam berbagai 
adat kebiasaan masyarakat yang menyalahi ketentuan qiyas atau kaidah umum yang 
berlaku. Sebagai contoh adalah mewakafkan benda bergerak. Menurut kaidah, 
wakaf itu harus benda tidak bergerak, mudah hilang dan rusak. Tetapi karena ‘urf 
telah berlaku demikian, maka dibolehkan untuk menghindari pertengkaran. Karena 
ini pula golongan Hanafiyah membenarkan segala syarat yang diterima ‘urf asal 
saja tidak membatalkan sesuatu nash syara’.29 
5. Disebut Istihsan dengan Qiyas Khafi ( اال ستحسان با لقياس الخافى ) 
Yang dimaksud dengan istihsan jenis ini adalah memalingkan suatu masalah 
dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan hukum qiyas yang samar-
samar dan tidak jelas, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk 
diamalkan. Sebagai contoh adalah tentang aurat wanita. Sesungguhnya aurat 
wanita itu adalah mulai dari ujung kepala sampai kepada ujung kakinya, kemudian 
dibolehkan bagian tubuhnya sekedar dibutuhkan, untuk keselamatan dan kebaikan 
perempuan tersebut. Hal seperti ini terdapat perlawanan antara dua qiyas, yang 
pertama ditetapkan berdasarkan kaidah yang jelas tentang keadaan wanita 
melihatnya bisa menimbulkan fitnah, dan yang kedua adanya suatu keadaan yang 
menimbulkan masyaqah (keadaan yang mendesak) dalam beberapa keadaan seperti 
pengobatan ketika tidak ada wanita yang khusus untuk itu, maka digunakanlah ‘illat 
(alasan) yang membawa kepada kemudaratan pada bagian ini. Berdasarkan 
pandangan yang berkembang dalam mazhab Hanafi, bahwa kasus yang disebut 
                                                             
28 Ibid., hlm. 71. 
29 Muhammad Hasbi Al-Shddieqy (b), Falsafah Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 
2001), hlm. 299. 
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terakhir ini menunjukkan justru lebih penting, meskipun keadaannya samar-samar 
dan berlawanan dengan qiyas zahir, tetapi ‘illatnya lebih kuat dan lebih besar 
pengaruhnya karena kebutuhan yang tidak bisa dielakkan.30  
Ketika kita mencermati macam-macam istihsan menurut Imam Hanafi di atas, 
ternyata semu bentuk istihsan tersebut ditopang oleh dasar hukum yang kuat, baik itu 
dasar hukum yang tersurat maupun dasar hukum yang tersirat. 
 
F. Dasar Hukum Istihsan 
Penggunaan istihsan oleh Imam Hanafi sebagai dalil dalam istinbath hukum 
ternyata tidaklah sebagaimana tuduhan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Mazhab 
Syafi’iyyah yang hanya mengikuti kemauan yang bebas atau hawa nafsu belaka, namun 
disandarkan kepada nash yang ada, baik itu al-Qur’an maupun hadis-hadis Rasulallah Saw. 
Di antaranya sumber-sumber hukum yang digunakan adalah: 
1. Q. 2 al-Baqarah: 185 
َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱۡلُفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشهِ ﴿ َِنَٰٖت م  نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلنذاِس َوبَي 
ُ
ِٓي أ ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهُۖ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱَّلذ َد ِمنُكُم ٱلشذ




ِۡن أ ةٞ م  َٰ َسَفٖر فَعِدذ ۡو لََعَ
َ
َة َوَمن ََكَن َمرِيًضا أ ٱۡليُۡۡسَ َوََل يُِريُد بُِكُم ٱۡلُعۡۡسَ َوِِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدذ
َُٰكۡم َولََعلذُكۡم تَۡشُكُروَن  َٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱَّللذ ُ ِ      ﴾َوِِلَُكّب 
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan 
yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan 
Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah 
baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 
lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur”. 
 
                                                             
30 Romli SA. (b), Ushul Fiqih..., hlm. 130. 
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2. Q. 39 az-Zumar: 18 











“Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya.31 Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan 
mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”. 
 
3. Q. 39 az-Zumar: 55 
نُتۡم ََل 
َ








   تَۡشُعُروَن  َوٱتذبُِعٓواْ أ
“Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu32 
sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak 
menyadarinya”. 
4. Hadis  
 Adapun hadis yang digunakan sebagai legalitas penggunaan istihsan oleh 
Imam Hanafi ini adalah: 
 ماراه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن
“Apa yang dianggap oleh oleh orang-orang muslim, sesungguhnya baik pula di sisi 
Tuhan-Nya”.33 
 Dari beberapa dasar hukum yang dijelaskan di atas, dapat ditegaskan bahwa 
penggunaan istihsan oleh Imam Hanafi ternyata ditopang oleh dasar hukum yang 
cukup jelas, baik itu berupa nash al-Qur’an maupun hadis Rasulallah Saw., 
kendatipun pemahaman terhadap nash tersebut melalui pemahaman yang tersurat 
dan tersirat. 
 
G. Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Imam Hanafi 
Sebelum membicarakan eksistensi istihsan dalam istinbath hukum menurut Imam 
Hanafi, terlebih dahulu yang perlu dicermati adalah kata istihsan itu sendiri, sehingga 
dengan pemahaman yang komprehensif atau secara mendalam akan didapat makna yang 
benar dan tepat terhadap istilah itu sendiri.  
                                                             
31 Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran al-Qur’an dan ajaran-ajaran yang lain, 
tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran al-Qur’an karena ia adalah yang paling baik. 
32 Maksudnya adalah al-Qur’an 
33 Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal, Vol. VI, 
Hadis No. 3600, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 84. 
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Secara sederhana menurut istilah bahasa bahwa istihsan itu menganggap sesuatu 
itu baik atau mencari yang terbaik di antara yang baik. Sedangkan secara istilah istihsan 
itu diartikan berpindah dari suatu hukum kepada hukum lainnya, atau memilih suatu 
hukum dan mengenyampingkan (mengabaikan) hukum lainnya, atau mengecualikan hukum 
yang bersifat kulli dengan hukum yang bersifat juz’i, atau mengadakan takhsis terhadap 
hukum yang bersifat umum.34 Tegasnya, bahwa istihsan adalah pindah dari suatu hukum 
mengenai suatu masalah kepada hukum yang lain dalam mengatasi dan memutuskan 
permasalahan tersebut karena ada dalil syar’i (lain), yang mengharuskan demikian. 
Di antara ulama mazhab yang mempergunakan istihsan sebagai dasar istinbath 
hukum adalah Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Ketiga imam ini 
mempergunakan istihsan baik secara teoritis maupun secara praktis, namun Imam Syafi’i 
mempergunakan istihsan hanya dalam tataran praktis, sedangkan dalam tataran teoritis 
imam Syafi’i tidak mempergunakan istihsan, hal ini terlihat ketika ia menolak mengenai 
definisi istihsan yang dikemukakan oleh pengikut mazhab Imam Hanafi.35 
Menurut Imam Hanafi penggunaan istihsan sebagai hujjah karena berdasarkan 
penelitian terhadap berbagai kasus dan penerapan hukumnya, ternyata berlawanan 
dengan ketentuan qiyas atau ketentuan kaidah umum, di mana kadang-kadang dalam 
penerapannya terhadap sebagian kasus tersebut justru bisa menghilangkan kemaslahatan 
yang dihajatkan oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus 
Oleh sebab itu, kalau dicermati secara seksama munculnya istilah istihsan sebagai 
dalil dalam istinbath hukum bermula dari persoalan qiyas. Qiyas yang bisa digunakan 
sebagai dalil hukum terhadap persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, 
karena salah satu unsur rukunnya yaitu illat tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. 
Tegasnya, illat qiyas yang akan dijadikan sandaran atau penyamaan hukum bagi persoalan 
tertentu tidak dapat direalisasikan, karena tidak sebanding.36 
Dalam prakteknya, penggunaan istihsan sebagai dalil hukum memang menimbulkan 
perdebatan pendapat antara kelompok yang menerima dan menolaknya. Akan tetapi 
walaupun menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mazhab, Imam Hanafi adalah salah 
seorang yang menggunakan dalil istihsan dalam istinbath hukum. Karena menurut Imam 
Hanafi penggunaan dalil istihsan sebagai alternatif untuk menjawab suatu persoalan 
ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil hukum yang umum. Atau, mana di antara 
                                                             
34 Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh.... 
35 Romli SA. (b), Ushul Fiqih..., hlm. 139. 
36 Ibid., hlm. 146. 
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dalil-dalil yang umum tersebut lebih tepat diterapkan untuk mencapai kemaslahatan yang 
lebih besar. Artinya penggunaan istihsan dalam istinbath hukum oleh Imam Hanafi ini 
memiliki sandaran hukum yang cukup jelas bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu 
belaka seperti tuduhan yang mengingkari istihsan sebagai dalil dalam istinbath hukum. 
H. Kesimpulan 
Dari deskripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan istihsan dalam 
istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi ternyata berpijak pada sumber hukum 
yang jelas,. Karena pada prinsipnya metode istinbath hukum melalui istihsan yang 
digunakan oleh Imam Hanafi ternyata berpaling dari ketentuan hukum yang berlaku umum 
kepada ketentuan hukum yang berlaku khusus karena ada alasan yang kuat untuk 
melakukan pengecualian tersebut. Atau, apabila ketentuan hukum yang umum tersebut 
diterapkan maka tidak tercapainya tujuan syara’. Dengan demikian dapat ditegaskan 
bahwa istihsan menurut Imam Hanafi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 
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